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KATA PENGANTAR
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat 2023-2024 yang
disesuaikan dengan mencermati dinamika lingkungan baik
global mapun domestik. Penyusunan Renstra ini juga sesuai
dengan Inpres No. 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap
institusi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun
Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Institusi
Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Renstra bertujuan untuk
mengantisipasi perubahan dan dinamika lingkungan strategis,
serta menetapkan dokumen perencanaan strategis mencapai
kinerja yang diharapkan dalam rentang waktu 2023-2024.

Penyusunan Renstra Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
merupakan dokumen perencanaan yang mengarahkan fokus program dan
pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Diseminasi Standar spesifik lokasi secara
efektif dan efisien dengan produk standar yang inovatif dan sesuai kebutuhan di
lapangan. Renstra BPSIP Sumatera Barat mengacu pada Renstra BBPSIP 2023-2024,
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024 maupun Renstra
Kementerian Pertanian 2020-2024, serta Strategi Induk Pembangunan Pertanian
(SIPP) 2015-2045 yang sangat diwarnai pengembangan pertanian bioindustri
berkelanjutan.

Renstra BPSIP Sumatera Barat Tahun 2023-2024 ditujukan sebagai acuan dalam
penyusunan program penerapan dan diseminasi standar baik di internal BPSIP
Sumatera Barat maupun di luar. Dalam implementasinya Renstra ini dapat diacu
secara fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan
nasional dan daerah serta respon stakeholder. Saya berharap Renstra ini dapat
dijadikan acuan kerja BPSIP Sumatera Barat. Kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, saya ucapkan terima kasih dan
semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kepala BPSIP Sumatera Barat

Dr. Rustam, SP. MSI



Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai
dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin
pertanian harus memenuhi standar mutu dan
disertifikasi.

Standardisasi bidang pertanian
dimaksudkan sebagai acuan dalam
mengukur mutu produk dan/atau jasa
didalam perdagangan, dengan
tujuan untuk memberikan
perlindungan pada konsumen,
pelaku usaha, tenaga kerja dan
masyarakat lainnya baik untuk
keselamatan, keamanan, kesehatan
maupun pelestarian fungsi
lingkungan hidup, meningkatkan
daya saing dan kelancaran
perdagangan. Adapun ruang lingkup
pengaturannya meliputi perumusan
dan penetapan standar, penerapan
standar, kerjasama dan
pemasyarakatan standardisasi,
pembinaan dan pengawasan,
penelitian dan pengembangan
standardisasi serta pemberian sanksi.
Berdasarkan hal tersebut,
Kementerian Pertanian

Melaksanakan reorganisasi
dengan membentuk Unit Kerja
Eselon 1 yang memiliki tugas
standardisasi instrumen
pertanian dan disahkan melalui
Perpres 117 tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian.

Perpres tersebut diikuti dengan
terbitnya Permentan 19 tahun
2022 yang mengatur organisasi
dan tata kerja (SOTK) Pusat dan
Balai Besar melalui Permentan
dan Permentan 13 tahun 2023
yang mengatur SOTK UPT (Balai)
lingkup Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian (BSIP) Salah
satunya adalah Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian
Sumatera Barat

BAB I. PENDAHULUAN





Berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian pertanian, BSIP terdiri dari satu sekretariat dan 4
pusat standardisasi. Kemudian menurut Permentan No 13 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BSIP, terdiri dari
tujuh Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Dengan demikian secara
keseluruhan, BSIP terdiri dari 64 Unit Organisasi yang tersebar diseluruh
Indonesia dan BPSIP Sumatera Barat merupakan salah satu UPT yang
berada di Provinsi Sumatera Barat.

BPSIP Sumatera Barat didukung oleh 67 sumberdaya manusia (SDM) untuk
mendukung tugas dan fungsi. SDM tersebut berdasarkan penyuluh
pertanian sebanyak 9 orang, pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 7
orang, pengawas benih tanaman sebanyak 4 orang, penata kebun
percobaan sebanyak 1 orang, analis kimia sebanyak 1 orang,
pustakawan terampil sebanyak 1 orang, calon peneliti sebanyak 2 orang,
calon pranata SDM aparatur terampil sebanyak 1 orang, calon pelaksana
perekayasaan terampil sebanyak 3 orang, dan yang lainnya adalah
fungsional umum di BPSIP Sumatera Barat.

Sumber daya sarana prasarana sebagai asset barang milik negara (BMN)
yang dikelola Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)
Sumatera Barat mendukung tusi utamanya, berupa sarasana prasarana
yang sangat siginifikan menunjang kinerja berupa laboratorium
pengujian tanah, Unit Pengelola Benih Sumber, Taman Agrostandar,
Taman Teknologi Pertanian Guguak, Perpustakan, 5 buah Instalasi
Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yang
berada di 5 Kab/ Kota di Sumatera Barat, dan Labor Diseminasi Padang.



01
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing
nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan
dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan
pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

STANDARDISASI
menurut UU Nomor 20 tahun 2014 tentang SPK; PP 34/2018-
SSPKN

Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan,
memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua
Pemangku Kepentingan

TUJUAN STANDARDISASI

02 Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku
usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara,
baik dari aspek keselamatan, keamanan,
maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;

kesehatan,

03 Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi
transaksi perdagangan
negeri dan luar negeri.

barang dan/atau Jasa di dalam



INSTRUMEN PERTANIAN

UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan (Pasal 4)

Perencanaan Budi Daya Pertanian;
Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Budi Daya Pertanian;
Penggunaan Lahan;
Perbenihan dan Perbibitan;
Penanaman;
Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman, Benih, Bibit, dan Hewan;
Pemanfaatan Air;
Pelindungan dan Pemeliharaan Pertanian;
Panen dan Pascapanen;
Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
Usaha Budi Daya Pertanian;
Pembinaan dan Pengawasan;
Penelitian dan Pengembangan;
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Sistem Informasi; dan
Peran serta masyarakat.

STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Alat dan mesin pertanian yang dipakai pada on farm dan off farm untuk
mendukung produksi pertanian (seperti alsin : pengolahan lahan,
budidaya, panen, dan pasca panen, pengolahan hasil pertanian,
termasuk alsin yang berbasis AI, IoT dan Cyber Physical System);
Sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida);
Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS;
Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum,
kebijakan.



Potensi dan Permasalahan

Sektor pertanian memiliki peran strategis

dalam perekonomian nasional dan ke depan

dihadapkan pada tantangan yang semakin

kompleks, antara lain degradasi kualitaslahan,

kesuburan tanah, keanekaragaman hayati,

efisiensi penggunaan air, sertaperubahan iklim.

Disisi lain, produksi pertanian di Indonesia

dihasilkan oleh sekitar 27,7 juta petani, yang

umumnya adalah petani kecil dengan luas

kepemilikan lahan rata-rata <0,5 ha untuk

penyediaan pangan bagi sekitar 273 juta

penduduk Indonesia. Oleh karena itu,

pengelolaan sumber daya secara

berkelanjutan untuk menjamin kecukupan

bahan pangan dan peningkatan kesejahteraan

petani perlu menjadi perhatian.

Pertanian merupakan sektor pembangunan yang

penting di Sumatera Barat. Sektor pertanian,

perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi

sebesar 21,20% untuk pertumbuhan ekonomi

Sumatera Barat pada tahun 2022 (BPS Sumbar,

2023), dan merupakan kontribusi terbesar

dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sektor

ini juga telah membuktikan keandalannya dengan

tetap tumbuh positif di tengah pandemi covid yang

telah melumpuhkan ekonomi secara menyeluruh.

Sumatera Barat memiliki bentang

kehidupan dan bentang alam yang

memungkinkan ragam aktivitas

pertanian dilakukan oleh penduduknya.

Sebagaimana filosofi masyarakat

Minangkabau, alam takambang jadikan

guru, kita telah diwarisi sebuah

semangat untuk peduli pada

lingkungan alam sekitar dan

menjadikan alam sebagai sumber

pembelajaran dalam mengelola sumber

daya pertanian yang dianugerahi oleh

Allah SWT.

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor

6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah 2021-2026, menegaskan

secara eksplisit keberpihakan

Pemerintah Sumatera Barat kepada

sektor pertanian sebagai sektor inti dari

pembangunan daerah.



VISI

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Menjadi lembaga standardisasi
terkemuka bertaraf internasional yang
akuntabel, kolaboratif, berintegritas,
berorientasi pelayanan prima
mendukung pertanian

1 Meningkatan standar mutu

proses dan produk pertanian
berkelanjutan serta berdaya
saing

2 Meningkatkan pemanfaatan
instrumen pertanian
terstandar

3 Meningkatkan transparansi,
profesionalisme, dan
akuntabilitas



TUJUAN
1 Menyediakan instrumen pertanian

terstandar mendukung pertanian
berkelanjutan dan berdaya saing

Indikator:
Persentase Penerapan Standar
Instrumen Pertanian
2023 : 100%
2024 : 100%

Mewujudkan pemanfaatan
instrumen pertanian terstandar
mendukung ketersediaan akses
dan konsumsi pangan berkualitas

Indikator:
Persentase Penerapan Standar
Instrumen Pertanian
2023 : 100%
2024 : 100%

Mewujudkan Reformasi Birokrasi
dan Pengelolan Kinerja Anggaran
yang BPSIP Sumatera Barat yang
akuntabel dan Berkualitas

Indikator:
Nilai PNPMPRB Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian
Sumatera Barat
2023 : 80.00
2024 : 80.00

Indikator:
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan
Standar Instrumen Pertanian Sumatera
Barat

2023 : 86,00
2024 : 86,00

2

3



Arah Kebijakan dan Strategi
Peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi
dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3:
Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan
PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di
sektor riil, dan industrialisasi

Arah Kebijakan
Arah Kebijakan BPSIP adalah Agro Standar yakni:
Menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen
pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan,
kelembagaan perbenihan sbg LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan
hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll)

Strategi
Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui:

Sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian
Identikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik
penerapan standar

Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi
standar di bidang pertanian

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui
pengembangan model pendampingan
penyusunan model penerapan dan pendampingan standar
instrumen pertanian
pengembangan spektrum diseminasi multi-channel untuk
penyebarluasan standar instrumen pertanian;

Reinvetasi Infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya
manusia (new human capital);







Perumusan, pemeliharaan,
dan harmonisasi Standar
Instrumen Pertanian (RSNI,

PNPS, PTM)

Penyebaran dan Penerapan
standar/layanan pengujian

standar produk

Pembangunan dan
Penguatan Infrastruktur
Standar Instrumen

Pertanian (Lab Terpadu,
LSPro, LSP

Pengujian, Penerapan,
dan Diseminasi Standar

speklok

Pengelolaan produk
terstandar dan tersertifikasi

(produksi benih/Bibit)

Model Penerapan, dan
materi penyuluhan Standar

RUANG LINGKUP AKTIVITAS



Kerangka Regulasi
Revisi Peraturan Menteri Pertanian No 58 Tahun 2007 tentang
Standardisasi di bidang pertanian.
Pedoman turunan pada tingkat operasionalisasi

Kerangka Kelembagaan
Pengembangan Kelembagana inti pelaksanaan tugas dan fungsi seperti
pengembangan laboratoriummenajdi Lembaga Sertifikasi produk (LSPro).



BAB IV. TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

Kementerian Pertanian mendukung Program Nasional (PN 1)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas
dan berkeadilan, dengan dua program Prioritas yaitu Peningkatan
Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan
Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor
Riil, dan Industrialisasi (PP6). Dukungan Kementerian Pertanian
diimplementasikan dalam empat program seperti dalam grafis
berikut:

Berdasarkan empat Program yang diampu oleh Kementerian
Pertanian, maka BPSIP Sumatera Barat sesuai dengan Tusi
mengampu dua program teknis dan program dukungan
manajemen yaitu:

Program Niilai Tambah dan Daya Saing Industri
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
Program Dukungan Manajemen



Target Kinerja
Sasaran Program dan indikator kinerja serta target capaian untuk melaksanakan
tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Barat adalah:

Program Nilai Tambah dan
Daya Saing Industri

Sasaran Program :
Meningkatnya penerapan standar
instrumen pertanian

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Persentase penerapan standar
instrumen pertanian

Target:
2023 : 100%
2024 : 100%

Program Ketersediaan Akses
dan Konsumsi Pangan
Berkualitas

Sasaran Program :
Meningkatnya pemanfaatan
produk instrumen pertanian
terstandar

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Persentase pemanfaatan produk
terstandar

Target:
2023 : 100%
2024 : 100%

Program Dukungan Manajemen Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 1 :
Terwujudnya Birokrasi Lingkup
Kementerian Pertanian yang
Efektif, Efisien, dan Berorientasi
pada Layanan Prima

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Balai Penerapa
Standar Instrumen Pertanian
Sumatera Barat

Target:
2023 : 80.00
2024 : 80.00

Sasaran Program 2 :
Terkelolanya Anggaran Lingkup
Kementerian Pertanian yang
Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran Program :
Nilai Kinerja Anggaran Balai
Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Sumatera Barat

Target:
2023 : 86.00
2024 : 86.00



Kerangka Pendanaan









BAB V. PENUTUP

Renstra Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat tahun
2020 - 2024 merupakan penjabaran dan implementasi Renstra Balai Besar
Penerap Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) dan Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian (BSIP) tahun 2023-2024. Renstra ini juga dimaksudkan
sebagai Rencana Aksi kegiatanPenerapan dan diseminasi Standar Instrumen
pertanian spesifik lokasi yang menjabarkan dinamika lingkungan strategis
dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan penerapan standar
instrumen pertanian untuk dua tahun ke depan. Renstra ini dilengkapi
dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target pencapaian sasaran
sehingga akuntabilitas kegiatan penerapan dan diseminasi standar dapat
dievaluasi dengan baik.

Renstra ini dapat ditelaah setiap tahunnya sehinga memungkinkan untuk
terjadi perubahan atau penyesuaian, misalnya pada indikator kinerja yang
disesuaikan dengan kebijakan dan dinamika pembangunan pertanian
khususnya penerapan standar instrumen pertanian. Pada akhirnya, Renstra
ini ditujukan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan penerapan
dan diseminasi Standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Balai
Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat



LAMPIRAN
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